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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 yang menjadi pokok permohonan dalam uji materi di Mahkamah
Konstitusi. Permasalahan ini muncul ketika Gloria Natapradja Hamel batal menjadi
PASKIBRAKA (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) di Istana Negara pada saat
upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2016, karena
diketahui memiliki paspor negara Perancis. Meskipun pada akhirnya, Gloria
Natapradja Hamel dapat mengikuti upacara penurunan bendera pusaka atas izin
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode
penelitian kepustakaan, dan merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-
filosofis. Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka
baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi
pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang
mengacu pada asas-asas dan norma hukum yang ada pada peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian

dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
penolakan secara keseluruhan oleh majelis hakim dapat dikatakan sudah sesuai.
Karena pasal a quo yang menjadi pokok permohonan merupakan aturan peralihan
dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.
Karena setelah dipahami, permohonan pemohon merupakan permohonan norma baru,
jadi sudah melampaui wewenang Mahkamah Konstitusi apabila mengabulkan

permohonan tersebut.

Kata kunci: hakim, kewarganegaraan, studi putusan, frasa mendaftarkan diri pada

Menteri.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan hukum dasar yang terbentuk sebagai hasil dari konsensus Warga
Negara Indonesia mengenai norma dasar (grundnorm) dan aturan dasar
(grundgesetze) dalam kehidupan bernegara.! Konsensus yang dimaksud yakni
menyangkut tujuan dan cita-cita bersama the rule of law yang kemudian
menjadi landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur
ketatanegaraan di Indonesia. Termasuk juga mengenai hubungan antara
Negara dan Warga Negara. Warga Negara merupakan salah satu unsur pokok
suatu negara.? Makna inti dari UUD Tahun 1945 adalah bahwa Indonesia
merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik,® negara demokrasi,*
negara hukum bukan negara kekuasaan,® dan sudah tentu mengatur pula

mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara.

1 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), him. 4.

2 Kurnawi Basyir, dkk, Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan), Cetakan ke-1,

(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), him. 53.

3 Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (naskah asli).
4 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (naskah asli).

S Penjelasan UUD 1945 (naskah asli).



Pengaturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara diatur
dalam Bab X Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, kemudian pengaturan mengenai Kewarganegaraan diatur secara
rinci di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara,® sedangkan warga negara adalah warga
suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.’
Selanjutnya, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara.®

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada
perbedaan antara warga negara dan kewarganegaraan. Secara ringkas, warga
negara merupakan anggota dari suatu negara yang mengikatkan dirinya
kepada negara tersebut, kemudian kewarganegaraanlah yang menjadi bentuk

hubungan (ikatan) antara warga negara dan negaranya. Hal ihwal yang

¢ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

7 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

8 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.



berhubungan dengan warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam
pengertian kewarganegaraan sebelumnya, yakni berupa identitas, hak,
kewajiban, peran serta atau partisipasi, dan kepemilikan nilai sosial bersama.®

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan menggantikan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, sebagai akibat hukum dari
pelaksanaan amandemen UUD Tahun 1945, khususnya tentang aturan
kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah
mengubah paradigma hukum yang tadinya tertutup (exclusive) menjadi lebih
terbuka (inclusive), dimana telah dibuka ruang bagi orang-orang bangsa lain
yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia. Misalnya, dalam
hal ini berkaitan program naturalisasi atlet khususnya di bidang sepak bola,
seperti Cristian Gonzales (Uruguay), Greg Kwonkolo (Nigeria), Irfan
Bachdim (Belanda), dan lain-lain.'° Termasuk di dalamnya orang-orang yang
lahir dari perkawinan campuran antara wanita Indonesia dengan pria warga
negara asing (dwi kewarganegaraan), dalam hal ini adalah orang tua dari

Gloria Natapradja Hamel (Perancis).

® Winarno Narmoatmojo, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi,
(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), him. 30.

10 Yoyon M. Darusman, Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Jurnal Pascasarjana Universitas Pamulang, Vol. 5:1
(Maret 2017), him. 7.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia tidak mengakui adanya asas apatride (tidak memiliki
kewarganegaraan) dan bipatride (memiliki dua kewarganegaraan). Adapun
kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku untuk anak-anak hasil
perkawinan campuran yang berusia di bawah delapan belas tahun,*' hal
tersebut sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang berbunyi:

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap

anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h,

huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda,

setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak
tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”

Permasalahan dua kewarganegaraan yang dimiliki oleh Gloria
Natapradja Hamel mencuat ke permukaan berhubungan dengan tidak
dilantiknya Gloria Natapradja Hamel oleh Presiden Joko Widodo sebagai
anggota tim PASKIBRAKA (Pasukan Kibar Bendera Pusaka) pada HUT RI
yang ke 71 di Istana Negara. Alasan yang dijadikan dasar gagalnya pelantikan
sebagai anggota tim PASKIBRAKA dikarenakan Gloria Natapradja Hamel
bukan warga negara Indonesia karena memiliki paspor negara Perancis.
Sejalan dengan hal tersebut, mengenai memperoleh, kehilangan, pembatalan

dan memperoleh kewarganegaraan Indonesia juga diatur secara jelas dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh,

11 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.



Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

Padahal, Gloria telah mengikuti proses seleksi anggota
PASKIBRAKA mulai dari tingkat kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sehingga
sampai lolos ke Jakarta pada tingkat Nasional. Meskipun pada akhirnya,
Gloria dapat mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana
Negara atas izin Presiden Joko Widodo. Status kewarganegaraan seseorang
menimbulkan hubungan timbal balik yang sangat erat antara warga negara
dan negaranya.’> Hubungan tersebut dapat terlihat dari adanya kewajiban
negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, dan
adanya hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara terhadap
negaranya.

Gloria Natapradja Hamel lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 1
Januari 2000. la adalah anak dari ibunya bernama Ira Hartini Natapradja
Hamel (warga negara Indonesia) dengan ayahnya yang bernama Didier Hamel
(warga negara Perancis). Gloria menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP
dan SMA di Indonesia. Sekolah Menengah Atasnya di SMA Islam Dian

Didaktika Cinere, Depok.

12 A, Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), him. 93.



Oleh karena itu, Ira Natapradja Hamel yang merupakan ibu dari Gloria
Natapradja Hamel, merasa haknya dirugikan oleh negara akibat tidak
dilantiknya Gloria Natapradja Hamel sebagai anggota PASKIBRAKA,
mengajukan judicial review Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi, hal
ini terkait dengan status kewarganegaraan Gloria yang saat itu belum pulih
atau tersandera bahkan hilang karena adanya frasa “...mendaftarkan diri
kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling
lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” dalam
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
tersebut.

Ira Natapradja Hamel sebagai Pemohon mengajukan permohonan
dengan surat permohonan bertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2016
berdasarkan ~ Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor
168/PAN.MK/2016, yang akhirnya diregistrasi dengan Nomor 80/PUU-
XIV/2016 pada tanggal 21 September 2016.

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Penafsir Konstitusi
Tertinggi (the sole interpreter of constitution) yang putusannya bersifat final
dan mengikat. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah

Konstitusi adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-



Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Berdasarkan norma tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk melakukan pengujian materiil suatu Undang-Undang terhadap UUD
1945. Dalam hal ini, Ira Natapradja Hamel selaku Pemohon memohon agar
Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan sama
dihadapan hukum, untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anaknya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) serta Pasal
28B ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawa kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman



ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi”

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”

Bahwa Hak Konstitusional Pemohon merasa telah dirugikan atau
diberlakukan secara diskriminasi dengan hilang atau dipersoalkannya Status
Kewarganegaraan Republik Indonesia atas diri Anak Pemohon yang bernama
Gloria Natapradja Hamel akibat berlakunya frasa “..mendaftarkan diri kepada
Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4
(empat) tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan” yang ditentukan
dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan.

Sebagaimana dinyatakan dalam surat Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 15
Agustus 2016, yang pada intinya “Gloria Natapradja Hamel tidak pernah
didaftarkan oleh Orang Tua/Walinya untuk memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia kepada Menteri berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka
Gloria Natapradja Hamel adalah Warga Negara Asing (Perancis).

Bahwa akibat adanya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan ini menimbulkan kerugian langsung bagi diri



pemohon dan atau anak pemohon yang bernama Gloria Natapradja Hamel
tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal
17 Agustus 2016 serta mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi
Warga Negara Indonesia setelah anak Pemohon berusia 18 tahun.

Meskipun pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menolak secara
keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Ira Natapradja Hamel. Dalam
pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai materi permohonan yakni
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 194513

Terdapat hal yang menarik, yang menurut penyusun dapat untuk dikaji
lebih mendalam terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XIV/2016 yang menolak uji materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu
menarik juga untuk dibahas lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga
kawin campur di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dituangkan dalam
penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XI1V/2016 tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”.

13 “Uji Materi Status Kewarganegaraan Ditolak, Gloria Natapradja: Aku Hormati Putusan
MK”, http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/31/uji-materi-status-kewarganegaraan-ditolak-

gloria-natapradja-aku-hormati-putusan-mk. diakses pada tanggal 31 Maret 2018 Pukul 13.15



http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/31/uji-materi-status-kewarganegaraan-ditolak-gloria-natapradja-aku-hormati-putusan-mk
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/31/uji-materi-status-kewarganegaraan-ditolak-gloria-natapradja-aku-hormati-putusan-mk
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa
pokok masalah sebagai berikut, Apa implikasi hukum putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur di
Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penulisan skripsi yang diharapkan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur di
Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pembangunan IImu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata
Negara.
b. Untuk memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan
kajian mengenai analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XIV/2016, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.
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D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukan
keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan
dengan penelitian skripsi ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun dari hasil telaah pustaka yang telah
penyusun lakukan, karya ilmiah berupa skripsi maupun tesis ada beberapa
yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai kewarganegaraan
sebagai bagian dari ketatanegaraan Indonesia. Untuk dapat mendukung
penelitian ini, maka peneliti akan kemukakan diantara selain buku-buku juga
beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai
berikut :

Karya pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Nadia Septifanny,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang
berjudul “Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi
Kasus Arcandra Tahar).”** Penelitian ini mengkaji tentang pengangkatan
Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM dan pemberhentian Arcandra Tahar
sebagai Menteri ESDM. Ditinjau dari pendekatan yuridis normatif, kemudian
diperoleh kesimpulan bahwa menurut penelitiannya, pengangkatan Arcandra
Tahar sebagai Menteri ESDM tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

14 Nadia Septifanny, Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi
Kasus Arcandra Tahar), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
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Kementerian Negara, karena syarat utama untuk dapat diangkat menjadi
Menteri Negara adalah seorang yang berstatus sebagai warga negara
Indonesia. Mengenai pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena
setelah diketahui memiliki kewarganegaraan ganda langkah yang diambil
Presiden Republik Indonesia adalah memberhentikan dengan hormat
Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Selanjutnya, pengangkatan kembali
Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah bertentangan dengan
peraturan yang ada, baik mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara.

Karya tulis kedua yakni penelitian yang ditulis oleh Melani
Wuwungan, Pascasarjana Universitas Diponegoro yang berjudul “Status dan
Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” *®
Penelitian ini membahas tentang jaminan kewarganegaraan anak dari hasil
perkawinan campuran. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini
adalah anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan

atau memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun. Namun, ketentuan

15 Melani Wuwungan, Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tesis
Pacasarjana Universitas Diponegoro, 2009.
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yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil
perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau
didaftarkan di kantor imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak
mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Karya tulis ketiga yakni yang ditulis oleh Imam Choirul Muttaqgin,
Pascasarjana Universitas Indonesia yang diberi judul Kewarganegaraan
Ganda Terbatas dalam Perpektif Hak Asasi Manusia”.*® Penelitian tersebut
bertujuan untuk mengetahui latar belakang penerapan asas kewarganegaraan
ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian mengkajinya dengan
pendekatan normatif yuridis untuk mengetahui apakah penerapan
kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu sudah memenuhi
aspek perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara atau belum.

Karya tulis keempat yakni penelitian yang ditulis oleh Kus Winarno,
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang diberi judul “Aspek Hukum
Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir

Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

16 Imam Choirul Muttagin, Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, Tesis Universitas Indonesia, 2011.
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tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”" Penelitian ini mengkaji
tentang pemberian izin keimigrasian bagi anak dari hasil perkawinan
campuran atau anak yang ber-kewarganegaraan ganda terbatas terhadap asas-
asas dan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang
berkaitan dengan keimigrasian. Kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah ketentuan keimigrasian yang saat ini baik Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kehakiman maupun
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi belum mencantumkan anak
ber-kewarganegaraan ganda terbatas sebagai subjek pemegang lzin Tinggal
Tetap.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Veronica Katili, yang diberi judul
“Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia”.*®
Dalam penelitian ini membahas tentang pengaturan status hukum anak yang
lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sekaligus  pendaftaran
kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Kesimpulan yang

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebelum diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia masih memakai Undang-Undang

17 Kus Winarno, Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran
yang Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2010.

18 Veronica Katili, Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia,
Jurnal Lex ex Societatis, Vol.1 (1), 2013.
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Nomor 62 Tahun 1958 yang menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal,
dimana kewarganegaraan anak mengikuti Ayahnya. Sedangkan setelah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di undangkan, maka Indonesia
menganut sistem Kewarganegaraan ganda terbatas. Dimana anak-anak yang
lahir dari perkawinan campuran diberi dwi kewarganegaraan oleh negara
sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu anak
diberi kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraan mana yang akan ia
pilih.

Berdasarkan beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, diketahui
bahwa telah banyak karya ilmiah yang membahas tentang warga negara dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia dari berbagai sudut pandang. Namun, belum ada karya ilmiah yang
secara khusus dan spesifik mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang uji materi Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Sehingga, hal tersebut yang menjadi perbedaan permasalahan yang diangkat
pada karya-karya tulis sebelumnya.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan
pada bagaimana pertimbangan putusan hakim Mahkamah Konstitusi menolak
uji materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana implikasi hukum

adanya putusan tersebut.
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E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoretik merupakan pisau analisis yang akan digunakan
dalam sebuah penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, pisau analisis digunakan
untuk memecahkan persoalan dalam penelitian dan menjawab pokok masalah.
Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut :
1. Kewarganegaraan Tunggal
Adanya perbedaan dalam suatu negara menentukan status
kewarganegaraan seseorang, baik yang menerapkan asas ius soli
(berdasarkan tempat kelahiran) maupun ius sanguinis (berdasarkan
keturunan), dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan
seseorang, yaitu:
a. Apatride
Apatride yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak
mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa B
yang menganut asas ius soli lahir di negara A yang menganut asas ius
sanguinis. Maka orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan
juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang
tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
a. Bipatride
Bipatride yaitu adanya seorang penduduk yang memiliki dua macam
kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan ganda). Misalnya,

seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di
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negara A yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan
bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi,
negara A juga menganggap dia warga negaranya, karena berdasarkan
tempat kelahirannya.

Tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan
sebagai kondisi dari hak dan kewajiban tertentu bagi warga negara
terhadap negaranya, dan juga sebaliknya. Dalam hukum nasional
Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas yang
digunakan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia adalah
asas kewarganegaraan tunggal, yakni seseorang hanya memiliki satu
kewarganegaraan saja, tidak dikenal adanya kewarganegaraan ganda
ataupun tanpa kewarganegaraan.

. Teori Keadilan dan Kepastian Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak
bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan,
untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya
sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat
dijawab dengan menunjukan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda
tentang dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas
kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti. Tuntutan akan
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keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita
hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik.
Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri
yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif.
Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih
penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh
sistem politik.*

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam
hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini
seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum
dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau
kepastian yang berkeadilan.?

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas
Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum.
Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.
Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif

bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan

19'W. Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul Teori dan
Filsafat Hukum-ldealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan I1), (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1994), him. 42-45.

20 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi
Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Jakarta: Komisi
Yudisial Republik Indonesia, 2010), him. 3.
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sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada
keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena
keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa
keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.
F. Metode Penelitian
Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan
tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan,? tujuannya
yakni untuk mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang
digunakan dalam proses menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan
beberapa hal yang berkaitan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library
research), dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku,
literatur, jurnal ilmiah, website internet, untuk mendapatkan kerangka teori
yang menjadi landasan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer

maupun data sekunder.??

21 Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him. 17.

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 13.
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Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama,
artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa
buku, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya,?® sehingga
dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat untuk dijadikan bahan
rujukan. Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang pertimbangan
hakim, putusan hakim dan kewarganegaraan. Telaah yang dilaksanakan
untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada
penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang
dianggap relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun
menguraikan secara sistematik tentang implikasi hukum adanya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin
campur di Indoneisa, yang kemudian menganalisanya lebih lanjut untuk
mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya menjabarkan dalam bentuk
kata-kata.

3. Sumber data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penjelasannya sebagai

berikut :

23 Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), him. 236.
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a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang
dimaksud disini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XIV/2016 perihal uji materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber
primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder
diantaranya buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, dan peraturan
pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,
dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan suatu proses atau tahap
dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Metode
pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan studi
pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data melalui dokumen-
dokumen, baik itu dokumen tertulis maupun elektronik yang dianggap

dapat mendukung atau sesuai dengan penelitian ini. Data yang telah



22

diperoleh  kemudian disistematisasikan sesuai dengan formulasi
pembahasan kemudian dianalisis untuk mampu menjawab pokok masalah.
5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini
adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan
bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep,
asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan penelitian ini, yang disusun secara sistematis untuk kemudian
dianalisis secara cermat guna memperolen hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih
terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab,
adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara
keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang
pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan
gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua akan dipaparkan mengenai tinjuan umum tentang putusan

hakim dan kewarganegaraan di Indonesia yang kemudian akan penyusun rinci
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lagi sebagai berikut, pertimbangan aspek yuridis normatif dan sosiologis
dalam putusan hakim, asas kepastian hukum dan keadilan dalam putusan
hakim, pengertian kewarganegaraan dan warga negara, konsep
kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bab ketiga, membahas objek yang menjadi kajian yaitu putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 mulai dari kewenangan
Mahkamah Konstitusi, posisi kasus dan alasan pertimbangan hukum majelis
hakim.

Bab keempat, berisi tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang uji materi pasal 41 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dikembangkan lagi
dengan implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur di Indonesia.

Bab kelima meruapakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran

atas penulisan skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya
dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Implikasi hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
X1IV/2016 terhadap keluarga kawin campur dapat dilihat dipahami bahwa tetap
dirugikan dengan adanya pasal a quo bagi pelaku kawin campur yang luput
mendaftarkan anaknya, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Rl menganut asas publisitas, yakni perlunya untuk mencatatkan
diri kepada Menteri atau pejabat yang terkait. Dengan adanya putusan ini pula,
keluarga kawin campur mendapat kepastian hukum untuk mendaftarkan anaknya
apabila ingin menjadi warga negara Indonesia, dan juga dapat memilih tidak
mendaftarkan anaknya apabila tetap menganut kewarganegaraannya yang
sebelumnya.
B. Saran

Perlunya sosiolasi dari Pemerintah yang lebih terbuka. Karena tidak
semua pelaku kawin campur dapat memahami peraturan perundang-undangan
mengenai prosedur yang sebaik-baiknya dalam proses naturalisasi maupun
pewarganegaraan. Pemerintah juga seharusnya melakukan perbaikan dalam

beberapa sektor, salah satunya sektor keimigrasian agar setiap orang yang
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melakukan naturalisasi untuk menjadi warga negara lain, dapat diketahui dan
terdata, sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki paspor atau
kewarganegaraan ganda. Untuk menjamin suatu kepastian hukum, sebaiknya
pengaturan mengenai kehilangan dan perolehan kembali kewarganegaraan
Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 harus lebih ditegaskan dan dibuat agar lebih

rinci.
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